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KATA PENGANTAR
(Edisi Revisi)

Puji Syukur kehadirat Allah SWT dan Salawad dan salam kepada Junjungan Nabi
Muhammad SAW vang telah melimpahkan rahmat dan taufik dan hidayahnva
schingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini dengan Judul”
Hukum Waris Menurat Kitab Undang-Undang Hukum Perdats {Burgerijk
Wethoek)™.

Ketentuan Hubans Wans menurut KUHPd: (BW) berlaku bagi Warga Negara
Indenesta keturunan Eropa dan Timur Asing Tionghoa bahkan bangsa Indonesin
pribumi yang menundukkan din terhadap ketentuan KUHPdL  Namun
pemahaman terhadap ketentuan tersebul di atas dirasakan belum mendalam,
sehingga sering terjadi persclisthan antara para ahli waris ketika proses
pewarisan mubn rerbuka. Hal tersehus seharasnya tidak terjadi Jika sujs aniasa
para ahli wans memahami dan mematuhi sepenulinya ketentuan tentang hukam
waris perdats vang ads dajam K LUHPL.

Berdasarkan prinstp dalam KUHPdt, hukum wans perduts menganut sistem
Individual Bilsteral maksudnya semus ahl waris mendapa bagiannya masing-
masing tanpa membedakan spakah i laki-laki atau perempuan. sehinggo
pembagian wansan telah memiliki nilai-nilai keadilan bagi para ahli warns,
Marmun dalam pelaksanaannvs tergantung kepada para ahli wans, spakah mercka
benar-benar menjalankan pembagian secarn konsisten berdasarkan ketentuan
dalam KUHPde tanpa sdanya kecurangan. CHeh karcna itu perlu adanya
pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan hukum waris yang diatur dalom
KUHPdt bagi para ahli waris, Dengan deemikian tidak ada lag perselisihan dalam
pemhagian warisan

Matert datam buku ini tidak berbed: jauh dari buky cetakan pertama, hanyva saja ]

wda perbaikan dan penambahan sedikit dibeberapa pokok hahisan tengtama pada
materi “Testamen dan Hibah™.

i Kata Pengantur




Balam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ueapin terimakasil sedalum-
. dalimnya kepada sahabat kami “Prof, Dr. | Gede Arya Bagus Wiranata, S H,, M.H ~
- ¥eng tinda hentinva selalu memberikan dorongan dan motivasi yang tulus agar kimi
elaly berusuhn untuk magu dalam usaha pengembangan diri dibidang keilman,
Semoga Alinh membalas sermm nmal dan jasa yang telah diberikan Beliau hepada
e selama ini,

sih puli kepadn semus sahabat dan sejowat yang luin (dosen-dosen di
hukum perdata) yang refah memanfuntkan sela-sels wiktu yang ada wntuk
bersama berdiskusi mengenai masalal-masalah vang kita hadapi sehari-hars di
kumpus dan bersama menats kehidupan karmpats yang danai.

Kepada pihak penerbit, juga disampaikan terimakasih kirena telah
-mempnoritaskan: penerbitun buky ini, Perulis menyadari babwa apa- vang telah
8 sitjikan masih jauh dari sempuma, untuk it kepada para pembaca diharapia
- $aran dan kritfk agar buku ini dapat semakin mendekari kelayvakan, Terimakasih,

Bundarfampung. Februar 2015

Hj. Apniluanti, 8. H., M.H
Hj. Rosida ldrs, S H
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KATA PENGANTAR
(Editar)

Hukum waris adalah ity hukum yang mengatur peninggalon horta seseorang yang
tglah meninggal dunia, Peninggalan tersebul diberikan kepada vang berhak, seperti
keluarga dun masyarakal yang lebil berhak. Dalam kenyataannya, Hukum Waris
yang berlaku di Indonesia ada tiga vakni : Hukum Waris Adit, Hukum Waris Islam
dan Hubeum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-bedu sesuai
dengan pyaiem kekerabatan vang mercks anul

Kajian hukum waris vang demikian komprehensif, ditambah dengan langhanys
kajian yang khuses membahas persoalan fersebul, merupakan sebuah kesulitan
tersendim bogi paca penstud; hukum dan ilmu hukwm pada tahap permulsan.

Hadirmyn buku ini sebagai karva vang dilahirkan oleh para penuliz ini, tentu akan
menjadi bahan tambahan bagi pare pembaca khususmyn pamn mahasisws, Apalagi
ditlam setiap bahason di dalamnya tercanium beberapa contoh penyelesaian soal
hubowm waris, sehingga makin mempenmudah pembaca memahami substansi kajian
Sebuah karyn, tidaklah pernuh ada yang sempurni, Selalu uls kékurangan dan hal
tersebut semoga menjadi pendorong bagi penulis melakukan komemplas: stau
perenungon ke arah penvempurnaen erhodap karva sejenis i masa-masa
miendaiang,

Soya ucapkan selamit wtas ferbimmva buku ind. Mudah-mudahan akan diikuts oleh

karya-karya berikutnva. Bagi pembaca sckalian, semoga dopot memperkiya
khasunnh akedemik di bidang hukum waris,

Bandorlompung. Februsri 2015

Prof Dr | Gede AH Wiranata, SH,, MH

v Kata Pengantar { Editor)
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BAB 1

PENDAHULUAN

Secorang manusiz selaku anggota masyarakat, sclama masih hidup
mempunyal tempat dalam kehidupan  bermasyarakat, yang
diwujudkan dalam bentuk hubungan bukum yang mengandung
hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap anggota masvarakat
vang lain dan terhadap kekayvaan-kekavaannya. Setiap manusia
pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dan tak
dapat dihindari dalam hidupnya, peristiwa tersebut adalah ketika
sescorang menmggal dunia. Apabila seorang manusia tadi pada
suatu waktu meninggal dunia, maka akibatnya keluarga dekat akan
kehilangan sescorang vang sangal dicintainya sekaligus
menimbulkan pula akibat hukum. Terutama vang berhubungan
dengan harta kekayaannya. Dengan meninggalnya orang itu maka
kekayaan-kekayaannya akan beralih pada orang lain yang
ditinggalkan. Hal tersebut memerlukan suatu peraturan  {hukum)
vang mengatur beralihnya kekayaan seorang vang meninggal dunia
tersebut guna menyelamatkan kekavaannya dari kepentingan-
kepentingan orang-orang yang tidak bertangpungjawab. Peraturan
hukum yang dimaksud merupakan cara penyelesaian tentang
kekayaan sescorang pada wakiu is meninggal dunia. akan beralih
kepada orang vang masih hidup, untuk kemudian disebut hukum
kewarisan.

In Indonesia, dewasa ini masih terdapat beraneka sistem hukum
Kewarisan yang berlaku bagi wanga negara Indonesia, yaitu ;

I. Sistem hukum kewarisan Perdata Barat (Eropa) vang
tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata) disingkat KUHPdL yang
berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS jo Staatsblad 1917
Nomor 129 Jo Staatsblad 1924 Nomor 557, jo. Staatsbiad
1917 Nomor 12 tentang penundukan din terhadap hukum
Eropa. Dengan demikian KUHPdt berlaku bagi
#. Orang-orang Eropa dan mereka vang dipersamakan

dengan orang Eropa,
b. Orang Timur Asing Tionghoa,

Pendahuluan 1



BAB 11

m.ﬁ.’ﬂ} RAN DAN PENGERTIAN HUKUM WARIS PERDATA

Dasar Berlakunya Hukum Waris Perdata

bicara lentang keberlakuan KUHPL,  timbul pertanyaan
tmana kalau scorang ahli waris itu WNA, misal scorang anak
gan jalan internalisasi menjadi WNA atau anak perempuan kawin
mgan pria WNA, Dalam hal im semula terdapat pendirian yang
Benentukan bahwa hubkum waris tunduk pada prinsip timbal balik.
Erarti bahwa seorang dapat mewarisi dari negara lain, jika orang dari
Bars yang belakangan ini juga dapat mewarisi dari negaranya,

Sip ini sekarang sudah dilepaskan, kemudian timbul prinsip bahwa
2 berlaku ialah hukum nasional pewaris. Masalahnyva vang timbul

gialah siapakah vang tunduk pada hukum waris barat {perdata) vang
Eriaku sckarang ini 7

Senurut Ketentuan Pasal 13115
um waris yang diatur dalam KUHPdt berlaku bagi orang-orang

8 dan mercka yang dipersamakan dengan orang Eropa
but.,

tath 1917 No, 129 jo Sth 1924 No,557
waris dalam KUHPd berlaku bagi orang-orang Timur Asing

esdasarkan Sth 1917 No.12 | tentang penundukan diri terhadap
um Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula
s gunakan hukum waris vang tertuang dalam KUHPdL
B8 tegasnya Hukum Waris KUHPdt berlaku bagi:
I Orang Eropa dan yang dipersamakan dengan orang-orang
Eropa tersebut;
- 2. Orang-orang Timur Asing Tionghoa;
3. Timur Asing lainnya dan pribumi yang menundukkan diri.

s bagi orang yang beragama Islam berdasarkan UU No.7 Tahun
# vang diperbaharui UL No.3 Tahun 2006 dan UL No.50 Tahun
% bahwa bagi orang  Indonesia yang beragama Islam, ketentuan
um warisnya harus berdasarkan ketentuan Hukum lstam,

Pengaturan Dan Pengertian Hukum Waris Perdata 7



BAB 111

KEDUDUKAN AHLI WARIS

Orang yang bertindak sehagai ahli waris, harus ada pada saat terbuka
warisan, Asas tersebut harus ditafsirkan bahwa orang vang akan
mewarts selam ia dinyatakan telah ada (telah Lihir), ia pun harus masih
ada (masih hidup) pada saal wafatnya pewaris, Karena peristiwa
kelahiran dan  kematian seseorang sangat penting dan sanga
menentukan dalam proses pewarisan. Saat tersebut menentukan siapa
saja yang berhak mewatis dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris
berpindah kepada ahli waris, Sejak itulahsescorang  mempunyai
kedudukan sebagai ahli warts. Kedudukan disini mengandung ari
bahwa seorang ahli waris mempunyai hak dan kewajiban.

A.  Hak-Hak Ahli Waris

Seorang ahli waris baik ahli waris ab-intestato maupun ahl waris
testamentair mempunyai beberapa hak tertentu!

1. Hak Saisine

Perkataan “Saivine” berasal dari Bhs Perancis Le mort saisit le vif’
yang artmya orang yang meninggal dunia berpegang pada orang yang
masih hidup,

Maknanya: bahwa ahli waris itu pada saat meninggal:nya si pewaris
memperoleh hak milik atas segala harta benda dan segala kewajiban si
pewaris tanpa perlu melakukan suatu tindakan apapun juga,

Dalam KUHPdL, hak Saisine ini diatur dalam Pasal §33 Ayat (1) im
berlaku untuk hukum waris berdasarkan undang-undang {ah-
intestata) dan Pasal 955 KUHPdt, mewaris berdasarkan surat wasiai
{fesiamuent),

Pasal 833 Ayat (1) KUHPdt, bahwa sekalian ahli waris dengan
sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atau segala barang,
segala hak dan segala piutang si vang meninggal dunia, Berdasarkan
pasal ini maka sekalian ahli waris af-intestato mempunyai hak saisine.
Pemindahan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya.
Pewarisan dengan wasiat kita jumpai dalam Pasal 955 KUHPdt

adalah pada saat si pewaris meningeal dunia sekalian mereka vang

Kedudukan Ahll Waris | 25



BAB VI

BAGIAN MUTLAK
(LEGITIEME PORTIE)

A.  Pengertian Legitieme Portie

Bagian Mutlak (Legitieme Portie) adalah suaty bagian dari  harta
peninggalan vang harus diberikan kepada ahli waris vang herada
dalam garis lurus  menurul undang-undang. Pewaris tidak
diperbolehkan menetapkan sesuastu baik dengan pemberian antara
vang masth hidup maupun dengan wasiat ( Pasal 913 KU1 1Pdi).
Pengertian Legitieme Portie adalah bagian dari suatu warisan yang
tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian apapun juga baik
pemberian semasa hidup atau pemberian dengan wasiat (restament),
Maksud adanya legitieme portic adalah untuk melindungi para waris
dari tindakan pewaris yang tidak bertanggungjawab. Bagian mutlak
i harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus yaitu garis
lurus keatas dan garis lurus kebawsh, Jadi isiri {suami}, saudara-
saudara, paman, bibi tidak berhak akan Legitieme Portie. Orang yang
hl:]'hak:H:at‘-L-E,s:a'n'wu’H:nl‘n'f-.'dischl.:I'lfa‘g.:.fiwnmf'.'.

Hal-hal yang perlu diperhatikan berkasitan dengan fegitieme poptie-

L. Orang yang bukan lfegitiemaris dapat dikesampingkan dengan
wasiat;

2. Bagian mutlak harus dituntut, apabila tdak dituntuttidak akan
diperoleh legitieme portie. Jika ada tiga fegitiemaris dan vang
menuntut hanya ada satu maka vang menuntut saja yang dapar,
sedangkan yang tidak menuntut tidak dapat;

3. Seorang legitiemaris berhak menuntul/melepaskan legieme
portienya tanpa  bersama-sama dengan legitiemaris lainnva,
Penuntutan atas bagian mutlak baru dapat dilakukan terhadap
hibah/hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian
mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah warisan terbuka
(Pasal 920 KUHPd:):

Bagian Mutlak 71



BAB VII

SURAT WASIAT
(TESTAMENT)

A. Pengertian dan Latar Belakang Surat Wasiat

Berdasarkan Pasal 874 KUHPdt, harta peninggalan sescorang vang
meninggal dunia adalh kepunyaan ahli waris menurut undang-undang,
sepanjang si pewarns tidak menetapkan sebagar lain dengan surat
wasiat .

Dari pasal tersebutl dapat diartikan bahwa ada kemungkinan  suatu
harta peningggalan diwariskan berdasarkan wasiat dan berdasarkan
undang-undang,

Pasal 875 KUHPdL, surat wasiat adalah suatu akta vang memumt
pernyataan seseorang tentang apa yang dikchendakinya akan terjadi
setelah 1a wafat. dan juga olehnya dapat dicabut lagi sebelum ia wafat,
Surat wasiat adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sehagm
pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi,

Mengapa ada surat wasiat?

Biasanya scseorang mempunyai keinginan pada waktu hidupnya,
Khususnya mengenai harta kekayvaannya. Ada keinginan agar harta
kekayasnnya diberikan kepada seseorang sesuai dengan kehendaknya.
Keinginan dari pewaris kadang-kadang menyimpang dari hukum
warts, karena menganggap bahwa pembagian menurut hukum waris
berdasarkan undang -undang tidak sesuai dengan keinginannya. Dalam
hal in1 maka pewaris membaiat suatu akta atau surat tertulis yang berisi
pernyatanan kehenduk sipewans terhadap harta kekavaannyi apabila a
wafat (keinginan terakhir), Dengan adanya keinginan terakhir ini
sering terhindar dan hal-hal yang tidak dimginkan vaitu perselisihan
antara ahl wars, karena mereka cenderung untuk mentaati keinginan
pewarisyang terakhir. Tetapi untuk menghindan susty pembagian
waris yang tidak adil menumit perasan ahli waris atau tidak adil
berdasarkan hukum maka hukum membatast agar para ahli waris tidak
dirugikan melalui Legitieme Portie, Dengan demikian testamen vang
dibuat baru berlaku sesudah pewaris meninggal,

Sural Wasiat 87



BAB VIII

PEMASUKAN (INBRENG) DAN PEMOTONGAN (INKORTING)

A. PEMASUKAN (INERENG)

Pengertian Pemasukan (nbreng)

Suatu pemasukan (inbreng) tidak bisa lepas dari jawaban atas
pertanyvaan kepada siapa sajn hibah dapat diberikan. Seorang
pewans mempunyal kebebasan berbuat atas harta kekayaannya,
misalnya hibah dapat diberikan kepada siapa saja vang
dikehendaki pewaris dikala ja masih hidup asal tidak
menyinggung kepentingan umum. Agar hak kebebasan pewaris
dalam menghibahkan hartanya tidak sampai melanggar hak ahli
wans yang dilindungi undang-undang, yaitu legitimaris, maka
pembentuk undang-undang menetapkan aturan tentang
pemasukan, Maksudnya semua hibah vang telah dilakukan
pewarls wajib dimasukkan kembali ke dalam harta warisan
pemberi hibah, Namun tidak semua penerima hibah memiliki
kewajiban untuk memasukkan hibah vang telah diterimanya
kedalam harta warisan pemberi hibah

Ketentuan undang-undang menyvimpulkan bahwa yvang dimaksud
dengan inbreng adalah memperhitungkan kembali hibah-hibah
vang telah diberikan pewaris kepada ahli waris, kedalam warisan
agar pemabian warisan diantara para ahli wans menjadi lebih
meTata.

Menurut Openhieim , Inbreng adalah pengembalian akan apa yang
telah diterima seorang ahli wans dan pewansnya, sebagai hibah
wasial kedalam harta warnisan, baik dalam wujud dan nilainya
maupun dengan cara memperhitungkannya. Sedangkan menurut
Pitlo, inbreng adalah memperhitungkan apa vang diterima oleh
seorang ahli waris dar pewansnya.

Surat Wasial 117
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HUKUM WARIS

MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA
(BURGERLIJK WETBOEK)

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur
peninggalan harta seseorang yang telah meninggal
dunia. Peninggalan tersebut diberikan kepada yang
berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih
berhak. Dalam kenyataannya, Hukum Wans yang
berlaku di Indonesia ada tiga yakni : Hukum Waris Adat,
Hukum Waris islam, dan Hukum Waris Perdata. Seliap
daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesua
dengan sistemn kekerabatan yang mereka anul.

Kajan nukum wans yang demikian  kompreheisi,
ditambah - dengan langkanya kajian yang khusus
membahas persoalan tersebul, merupakan sebuah
'kdwﬁhn tersendiri bagi para pammm hukum dan ilmu
hukum padahhap permuiaan.

Hﬂtﬂm!ﬂ buku ini sebagal karya yang dilahirkan oleh
‘para penulis ini, tentu akan menjadi bahan tambahan
bagi para pembaca khususnya para mahasiswa.
Apalagl datam setiap bahasan didalamnya tercantum
_habampa contoh penyelesaian soal hukum warls,
56 ‘makin mampermudah pembaca memahami
-mnuiiaﬁm.
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